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 ABSTRACT  
 Hukum pidana dalam teori klasik dipahami sebagai instrumen 

yang digunakan untuk menghukum tindakan yang merugikan 

masyarakat, melindungi individu dari bahaya langsung, dan 

menegakkan ketertiban sosial. Namun, dalam kenyataannya, 

peran hukum pidana cenderung melampaui batas tersebut. 

Namun, realitas di Cina, negara tidak hanya menghukum 

kejahatan yang nyata, tetapi juga perilaku yang secara moral 

dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh 

pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan 

dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, 

dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum pidana di 

Cina memperlihatkan pergeseran yang nyata dari tujuan klasik 

penegakan keadilan menjadi instrumen yang lebih luas untuk 

mengatur perilaku moral dan sosial. Kebijakan seperti 

pengendalian kelahiran dan pengawasan melalui sistem kredit 

sosial memperlihatkan bagaimana hukum dapat digunakan untuk 

membatasi hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan 

berekspresi, hak reproduksi, dan privasi. Keberadaan hukum 

pidana yang mencampuri ranah pribadi menunjukkan adanya 

ketegangan antara kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas 

sosial dan tuntutan individu untuk kebebasan. Penerapan hukum 

pidana di Cina tidak hanya bertentangan dengan standar hak asasi 

manusia internasional, tetapi juga memperdalam kontrol negara 

terhadap warganya, mengaburkan batas antara penegakan hukum 

yang sah dan penindasan sistematis terhadap kebebasan individu. 
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I. INTRODUCTION 

Hukum pidana dalam teori klasik dipahami sebagai instrumen yang 

digunakan untuk menghukum tindakan yang merugikan masyarakat, melindungi 
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individu dari bahaya langsung, dan menegakkan ketertiban sosial. Namun, dalam 

kenyataannya, peran hukum pidana cenderung melampaui batas tersebut. Di 

berbagai negara dengan sistem pemerintahan yang otoriter atau semi-otoriter, 

hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghukum kejahatan 

yang jelas-jelas merusak masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol 

perilaku sosial dan moral individu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar 

tentang bagaimana batas antara hukum, moralitas, dan kontrol sosial, terutama 

dalam situasi di mana negara memiliki kepentingan yang kuat untuk memelihara 

stabilitas politik dan sosial. 

Di Cina, pergeseran peran hukum pidana sebagai alat kontrol moral dan sosial 

tampak jelas dalam berbagai kebijakan yang secara langsung memengaruhi 

kehidupan pribadi warganya. Kebijakan pengendalian kelahiran, penggunaan 

teknologi pengawasan, serta upaya negara untuk mengatur perilaku seksual adalah 

contoh nyata bagaimana hukum pidana dapat menjadi instrumen untuk 

memaksakan nilai-nilai moral dan menjaga ketertiban sosial. Perkembangan ini, 

meskipun tidak unik dalam sistem otoriter, memiliki konsekuensi luas terhadap 

kebebasan individu dan hak asasi manusia, serta menimbulkan dilema etis dan 

hukum terkait penerapan doktrin pidana dalam ranah kehidupan pribadi. 

Teori-teori hukum pidana klasik, khususnya dalam tradisi Barat, menekankan 

pentingnya memisahkan antara kejahatan yang merugikan pihak lain secara 

langsung dan perilaku moral yang semestinya diatur oleh norma sosial dan agama, 

bukan oleh negara. John Stuart Mill menggarisbawahi bahwa fungsi hukum 

seharusnya tidak mengatur tindakan yang hanya memengaruhi individu yang 

bersangkutan, kecuali ada ancaman langsung terhadap orang lain. Mill menekankan 

pentingnya melindungi kebebasan individu dari intervensi negara yang berlebihan 

dalam ranah pribadi. Dalam tradisi ini, hukum pidana dilihat sebagai mekanisme 

protektif yang harus digunakan secara terbatas untuk menjaga ketertiban sosial, 

bukan untuk menegakkan moralitas pribadi. 

Namun, realitas di Cina menunjukkan penerapan hukum pidana yang 

melangkah jauh melampaui batas yang diidealkan oleh Mill dan para pemikir liberal 

lainnya. Negara tidak hanya menghukum kejahatan yang nyata, tetapi juga perilaku 
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yang secara moral dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh 

pemerintah. Kebijakan pengendalian kelahiran, misalnya, menggunakan instrumen 

hukum pidana untuk memaksa warga negara mematuhi aturan mengenai jumlah 

anak yang diperbolehkan. Meskipun kebijakan ini telah dilonggarkan dalam 

beberapa tahun terakhir, hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar kebijakan ini 

memperlihatkan betapa dalamnya negara dapat campur tangan dalam kehidupan 

pribadi warganya. 

Kritik terhadap penggunaan hukum pidana sebagai alat kontrol moral tidak 

hanya muncul dari pandangan liberal, tetapi juga dari kajian hukum kritis. Para ahli 

hukum kritis, seperti Michel Foucault, berpendapat bahwa hukum pidana tidak 

pernah sepenuhnya netral atau semata-mata bertujuan untuk melindungi 

masyarakat dari kejahatan. Sebaliknya, hukum pidana sering digunakan oleh negara 

sebagai alat kekuasaan untuk mengontrol dan mengatur perilaku warga negara. 

Foucault menunjukkan bahwa pengaturan perilaku individu melalui hukum pidana 

tidak hanya terbatas pada pencegahan kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai 

mekanisme untuk memperkuat dominasi negara atas warganya. Di Cina, gagasan 

ini terwujud dalam cara negara memanfaatkan hukum pidana untuk mengatur 

moralitas, dari pengendalian kelahiran hingga kontrol terhadap perilaku seksual 

dan keluarga. 

Salah satu contoh yang menonjol dari penggunaan hukum pidana untuk 

mengatur kehidupan pribadi di Cina adalah kebijakan satu anak yang diterapkan 

sejak akhir 1970-an. Tujuannya untuk membatasi pertumbuhan populasi yang pesat, 

mengharuskan pasangan suami istri untuk membatasi jumlah anak dengan ancaman 

sanksi pidana. Hukuman bagi pelanggaran kebijakan ini tidak hanya berupa denda 

dengan jumlah yang besar, tetapi juga mencakup pemaksaan aborsi, sterilisasi 

paksa, dan hukuman penjara dalam beberapa kasus. Kebijakan ini memperlihatkan 

bagaimana hukum pidana digunakan tidak hanya untuk mengatur perilaku 

kriminal, tetapi juga untuk mengontrol keputusan pribadi yang pada dasarnya 

berkaitan dengan hak reproduksi dan kebebasan individu. 

Namun, kebijakan satu anak hanyalah bagian dari pola yang lebih besar di 

mana hukum pidana digunakan untuk menegakkan moralitas dan kontrol sosial. 
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Dalam beberapa dekade terakhir, Cina telah memperluas penerapan hukum pidana 

untuk mencakup area-area lain dari kehidupan pribadi warga, seperti perilaku 

seksual dan penggunaan teknologi. Meskipun hukum pidana di Cina tidak secara 

eksplisit mengkriminalisasi homoseksualitas, negara secara tidak langsung 

mendiskriminasi komunitas LGBTQ+ melalui peraturan-peraturan yang ambigu 

dan luas, yang memungkinkan penegakan hukum pidana berdasarkan "moralitas 

publik." Dengan begitu, individu yang terlibat dalam hubungan sesama jenis atau 

perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai dengan norma negara dapat dihukum, 

meskipun tanpa adanya hukum yang secara eksplisit melarang perilaku tersebut. 

Selain itu, penggunaan teknologi pengawasan massal di Cina telah 

memperkuat kapasitas negara untuk memantau dan mengontrol perilaku warga 

negara. Sistem kredit sosial, yang diterapkan secara luas di seluruh negeri, adalah 

contoh jelas dari bagaimana negara dapat menggunakan teknologi untuk mengatur 

moralitas dan perilaku sosial. Dalam sistem ini, warga negara diberikan skor 

berdasarkan perilaku sosial dan ekonomi mereka, dan skor ini dapat memengaruhi 

akses mereka terhadap berbagai layanan publik dan pribadi. Hukum pidana 

digunakan sebagai dasar untuk menegakkan sistem ini, dengan ancaman hukuman 

bagi mereka yang dianggap melanggar norma sosial yang diatur oleh negara. 

Meskipun sistem kredit sosial tidak sepenuhnya berbasis pada hukum pidana, 

keberadaannya menunjukkan bahwa negara menggunakan ancaman hukuman 

untuk memaksa warga negara mematuhi norma-norma moral yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Penggunaan hukum pidana untuk mengontrol perilaku sosial dan moral 

bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru di Cina. Sejak zaman Kekaisaran, negara 

telah menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mengatur perilaku warga 

negara dan menegakkan ketertiban sosial. Namun, di bawah pemerintahan 

Komunis, peran hukum pidana telah berkembang menjadi alat yang lebih sistematis 

dan terstruktur untuk mengontrol setiap aspek kehidupan warga negara. Negara, 

melalui instrumen hukumnya, menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku 

yang dapat diterima secara sosial, dan menggunakan ancaman hukuman untuk 

memaksa warga negara agar mematuhi standar tersebut. 
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Perkembangan ini menunjukkan adanya ketegangan mendasar antara teori 

hukum pidana klasik dan realitas penerapannya di negara-negara otoriter seperti 

Cina. Di satu sisi, hukum pidana secara teoritis seharusnya berfungsi untuk 

melindungi masyarakat dari kejahatan yang nyata dan memberikan keadilan bagi 

korban kejahatan. Namun, di sisi lain, di negara-negara dengan kekuasaan negara 

yang kuat, hukum pidana juga digunakan untuk mengatur perilaku yang pada 

dasarnya bersifat pribadi dan moral. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang 

sejauh mana negara dapat menggunakan hukum pidana untuk memaksakan nilai-

nilai moral, dan apa konsekuensinya bagi kebebasan individu. 

Dilema ini menjadi semakin jelas dalam era globalisasi dan perkembangan 

teknologi. Dengan adanya tekanan internasional terhadap isu-isu hak asasi manusia, 

Cina berada dalam posisi di mana ia harus menghadapi kritik dari komunitas 

internasional terkait penggunaan hukum pidana untuk mengontrol kehidupan 

pribadi warga negara. Namun, dari perspektif domestik, pemerintah Cina 

mengklaim bahwa pendekatan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan 

politik di negara dengan populasi yang sangat besar dan beragam. Hal ini 

menempatkan Cina dalam posisi yang kompleks di mana ia harus menyeimbangkan 

antara kebutuhan untuk menjaga ketertiban sosial dan kewajiban untuk melindungi 

hak-hak individu. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi 

bagaimana pergeseran peran hukum pidana di Cina yang telah mempengaruhi 

kehidupan pribadi warganya, dan apa implikasi dari pendekatan ini terhadap 

kebebasan individu dan hak asasi manusia. Melalui analisis kebijakan hukum 

pidana di Cina, artikel ini akan menunjukkan bagaimana negara menggunakan 

hukum pidana untuk mengatur moralitas, dan bagaimana hal ini menciptakan 

tantangan baru bagi kebebasan pribadi di era modern. 

 

II. METHODS 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif adalah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk 

memahami, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan 
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pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual 

berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan. Sedangkan statute approach 

berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum 

yang diteliti. Semua bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi 

kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara 

deskriptif. 

 
 
 
III. RESULTS 

Evolusi Hukum Pidana di Cina 

Sejarah hukum pidana di Cina mencerminkan perjalanan panjang dari konsep-

konsep hukum tradisional yang berakar pada ideologi Konfusianisme, hingga ke 

bentuk modern yang seringkali digunakan sebagai alat kontrol sosial oleh negara. 

Pada intinya, hukum pidana Cina telah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga 

ketertiban, tetapi dengan dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar menegakkan 

aturan hukum yang objektif. Sebagai negara dengan sejarah panjang dan kompleks, 

Cina telah mengalami beberapa tahap evolusi penting dalam doktrin hukum 

pidananya, mulai dari zaman kekaisaran, era Maois, hingga periode modern di 

bawah kepemimpinan Xi Jinping. Setiap periode ini mencerminkan pergeseran 

antara teori hukum pidana yang ideal dengan penerapannya dalam realitas politik 

dan sosial. Perkembangan hukum pidana di Cina menunjukkan bagaimana hukum 

berubah menjadi alat yang tak hanya menghukum pelanggaran hukum, tetapi juga 

untuk mengatur perilaku moral dan sosial. 

Pada periode kekaisaran, hukum pidana di Cina sangat dipengaruhi oleh 

ajaran Konfusianisme, yang menekankan pentingnya harmoni sosial dan tata tertib 

keluarga. Prinsip dasar hukum pidana saat itu bukan sekadar untuk menghukum 

pelanggar hukum, melainkan untuk mengembalikan ketertiban sosial yang 

terganggu oleh tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma 

sosial yang berlaku. Selama Dinasti Han dan Dinasti Qing, hukum pidana lebih 

berfungsi sebagai alat untuk memperkuat struktur sosial dan moral, dengan fokus 

pada pengendalian perilaku individu yang dianggap melanggar nilai-nilai 
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Konfusianisme. Hukuman seringkali dikaitkan dengan dosa moral, di mana 

pelanggaran terhadap tatanan keluarga atau moralitas publik dipandang setara 

dengan pelanggaran pidana. Dengan demikian, batas antara hukum dan moralitas 

dalam sistem kekaisaran Cina sangat kabur. 

Dalam era modern, setelah Republik Rakyat Cina didirikan pada tahun 1949, 

hukum pidana mengalami perubahan drastis. Mao Zedong memperkenalkan ide 

bahwa hukum harus menjadi alat perjuangan kelas dan revolusi. Hukum pidana 

digunakan untuk menegakkan kebijakan politik Komunis dan menindak kelompok-

kelompok yang dianggap mengancam stabilitas negara. Pada masa ini, hukum 

pidana tidak hanya ditujukan untuk pelanggaran kriminal biasa, tetapi juga 

digunakan untuk menegakkan disiplin politik. Hukum adalah alat perjuangan kelas, 

bukan sebagai penengah keadilan yang independen. Hal ini menunjukkan bahwa 

tujuan utama hukum pidana pada masa ini adalah untuk menjaga kekuasaan Partai 

Komunis dan menindak oposisi politik, bukan untuk menegakkan keadilan objektif. 

Sebagai contoh, banyak orang yang dipenjara atau dihukum mati selama Revolusi 

Kebudayaan (1966-1976) karena dianggap sebagai "kontra-revolusioner," meskipun 

tindakannya tidak melanggar norma hukum formal, tetapi lebih merupakan 

pelanggaran terhadap ideologi negara. 

Pada tahun 1979, Cina mulai memperkenalkan reformasi hukum di bawah 

kepemimpinan Deng Xiaoping, yang berupaya untuk menormalisasi sistem hukum 

yang telah hancur selama Revolusi Kebudayaan. Salah satu perubahan besar adalah 

pengesahan Hukum Pidana China (The Criminal Law of the People’s Republic of 

China) pertama pada tahun yang sama. Reformasi ini, meskipun terlihat sebagai 

upaya untuk membawa keteraturan hukum yang lebih baik, tetap memperlihatkan 

bagaimana hukum pidana berfungsi sebagai instrumen politik. Sebagai contoh, Pada 

pasal 103 secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan yang dianggap mengancam 

keamanan negara atau memcah belah negara termasuk kegiatan subversif dan 

tindakan yang dianggap membahayakan otoritas Partai Komunis. Pasal ini 

memberikan ruang yang sangat luas bagi penafsiran negara untuk menghukum 

oposisi politik, menunjukkan bahwa meskipun ada reformasi, hukum pidana tetap 

erat kaitannya dengan kepentingan politik pemerintah. 
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Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, hukum pidana Cina mengalami 

pergeseran yang semakin mengarah pada pengendalian sosial yang lebih ketat, 

terutama dengan munculnya kebijakan pengawasan teknologi yang semakin 

canggih dan kebijakan moral yang ketat. Xi Jinping melihat hukum pidana sebagai 

alat untuk menjaga stabilitas sosial dalam menghadapi perubahan ekonomi yang 

cepat dan meningkatnya ketidaksetaraan sosial. Salah satu contoh yang mencolok 

adalah penerapan sistem kredit sosial (social credit system), di mana perilaku individu 

dipantau secara ketat dan dihubungkan dengan berbagai aspek kehidupan sosial 

dan ekonomi mereka. Dalam sistem ini, hukuman pidana bukan hanya dijatuhkan 

untuk kejahatan tradisional seperti kejahatan yang dilakukan sebagai akibat dari 

proses sosial ataupun lingkungan, tetapi juga untuk perilaku yang dianggap tidak 

sesuai dengan norma moral atau sosial yang ditentukan oleh negara. Sistem 

peradilan pidana Cina pada masa ini telah berkembang menjadi mekanisme yang 

rumit untuk melakukan kontrol sosial, yang melampaui batas-batas tradisional 

perilaku kriminal hingga mencakup serangkaian perilaku sosial dan moral yang 

lebih luas, sesuai dengan keinginan negara.  

Perkembangan ini dapat dilihat dengan jelas dalam penggunaan pasal-pasal 

tertentu dalam Hukum Pidana 1997 yang direvisi, yang memberikan negara 

kewenangan lebih luas untuk menindak perilaku yang dianggap mengganggu 

ketertiban sosial atau membahayakan nilai-nilai moral yang dianut oleh Partai 

Komunis. Pasal 300, misalnya, mengkriminalisasi kegiatan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan organisasi keagamaan atau kultus untuk mengganggu ketertiban 

sosial. Meskipun secara formal pasal ini dirancang untuk menindak kelompok-

kelompok yang benar-benar mengancam keamanan negara, dalam praktiknya, pasal 

ini sering digunakan untuk menindak komunitas keagamaan atau spiritual seperti 

Falun Gong, yang dipandang sebagai ancaman terhadap otoritas negara. Ini adalah 

contoh bagaimana negara menggunakan hukum pidana untuk menegakkan kontrol 

terhadap kelompok-kelompok yang tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas 

kriminal, tetapi dianggap menantang kekuasaan politik. 

Selain itu, Pasal 287 dari Hukum Pidana China 1997 mengatur tentang 

kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi, yang mencakup 
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tindakan seperti hacking dan penyebaran informasi yang dianggap berbahaya bagi 

keamanan nasional. Dalam beberapa kasus, pasal ini digunakan untuk menindak 

warga negara yang menyebarkan informasi di media sosial yang dianggap melawan 

kepentingan negara. Jangkauan hukum pidana telah diperluas untuk mencakup 

tidak hanya kejahatan tradisional, tetapi juga kontrol negara atas arus informasi di 

era digital. Harus diakui bahwa di Cina, hukum pidana telah menjadi alat yang 

tidak hanya menghukum pelaku kejahatan tetapi juga bagaimana ucapan dan 

penyebaran informasi, yang menjadikan instrumen pengendalian negara yang kuat 

di era digital. Jadi, hukum pidana di Cina tidak lagi hanya berfungsi sebagai 

mekanisme untuk menghukum kejahatan, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol 

kebebasan berekspresi dan informasi. 

Perkembangan lain yang penting dalam evolusi hukum pidana di Cina adalah 

penerapan hukum yang terkait dengan kebijakan pengendalian kelahiran. 

Kebijakan satu anak, yang diberlakukan pada tahun 1980-an dan kemudian 

dilonggarkan menjadi kebijakan dua anak, menggunakan instrumen hukum pidana 

untuk menegakkan aturan yang ketat terhadap keluarga. Pasal 241 dari Hukum 

Pidana China 1997, misalnya, mengatur tentang kejahatan terkait perdagangan 

manusia dan penculikan anak, yang dalam beberapa kasus diterapkan pada orang 

tua yang melanggar kebijakan pengendalian kelahiran dengan melahirkan lebih dari 

jumlah anak yang diizinkan oleh negara. Selain itu, banyak keluarga yang 

melanggar kebijakan ini dikenakan denda berat atau bahkan hukuman fisik, 

termasuk sterilisasi paksa. Hal ini memperlihatkan bagaimana hukum pidana 

digunakan untuk mengatur kehidupan pribadi individu dengan  menggunakan 

ancaman hukuman pidana, agar memastikan kepatuhan terhadap aturan reproduksi 

negara yang ketat. 

 

Penggunaan Hukum Pidana dalam Pengaturan Moral dan Kehidupan Pribadi 

Hukum pidana seharusnya menjadi mekanisme yang digunakan untuk 

menjaga tatanan sosial dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang lebih 

berbahaya terhadap kepentingan publik. Namun, di Cina, batas antara pelanggaran 

pidana dan perilaku moral kerap kali kabur. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai 
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sarana untuk menghukum pelanggaran hukum formal, tetapi juga digunakan oleh 

negara untuk mengatur perilaku pribadi warga negara. Hukum pidana di Cina telah 

bertransformasi menjadi alat kontrol sosial yang lebih kompleks, melibatkan aspek-

aspek moralitas dan kehidupan pribadi yang secara teoretis berada di luar ruang 

lingkup tradisional hukum pidana. Pengaturan moral melalui instrumen hukum 

pidana di Cina tidak hanya mencakup aspek-aspek kehidupan publik, tetapi juga 

masuk ke ranah kehidupan pribadi, dari perilaku seksual hingga kebijakan 

reproduksi. 

Seperti yang telah penulis singgung di atas, bahwa intervensi yang paling 

menonjol dari penggunaan hukum pidana untuk mengatur kehidupan pribadi 

adalah kebijakan pengendalian kelahiran, terutama kebijakan satu anak yang 

diberlakukan sejak 1980-an. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang sangat 

intrusif dari negara dalam kehidupan pribadi warganya, dengan hukum pidana 

digunakan sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut, 

tepatnya pada Pasal 241 Hukum Pidana China 1997, yang secara khusus mengatur 

perdagangan manusia dan penculikan anak, juga digunakan untuk menindak orang 

tua yang melanggar kebijakan tersebut dengan memiliki lebih dari satu anak.  

Pengaturan moral melalui hukum pidana di Cina juga terlihat dalam 

kriminalisasi perilaku seksual tertentu yang tidak sesuai dengan norma moral atau 

ideologi negara. Area yang sangat kontroversial salah satunya terkait kebijakan 

negara terhadap komunitas LGBTQ+. Meskipun homoseksualitas tidak secara 

eksplisit dikriminalisasi dalam hukum pidana Cina, negara sering menggunakan 

hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan norma-norma moral yang 

mengarah pada diskriminasi terhadap individu LGBTQ+. Pasal 301 Hukum 

Pidana China, misalnya, melarang aktivitas "tidak senonoh" atau "mesum" di tempat 

umum. Kendatipun pasal ini dirancang untuk menindak perilaku yang secara 

objektif dapat mengganggu ketertiban umum, dalam praktiknya, negara sering 

menggunakannya untuk menekan ekspresi seksual yang tidak sesuai dengan norma 

yang diatur oleh pemerintah. Komunitas LGBTQ+ di Cina sering menjadi sasaran 

hukuman berdasarkan interpretasi yang luas dari pasal ini, meskipun tidak ada 

pelanggaran pidana formal yang dilakukan. 
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Lebih lanjut, negara juga memberlakukan kebijakan sensor yang ketat terhadap 

representasi LGBTQ+ di media dan budaya populer, menggunakan hukum pidana 

dan undang-undang keamanan nasional untuk menekan penyebaran informasi yang 

dianggap tidak sesuai dengan norma moral publik. Hukum pidana di Cina 

beroperasi tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum yang murni secara 

normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang digunakan oleh negara untuk 

menegakkan moralitas yang disponsori oleh negara. Dalam hal ini, hukum pidana di 

Cina mencerminkan fungsi yang jauh melampaui peran tradisionalnya dalam 

melindungi masyarakat dari kejahatan. Sebaliknya, ia menjadi instrumen yang 

fleksibel untuk memaksakan norma-norma moral negara dan mengekang kebebasan 

individu untuk mengekspresikan identitas seksual mereka. 

Lebih jauh lagi, Cina juga memperluas pengaturan moralnya melalui 

sistem kredit sosial, yang pada dasarnya merupakan mekanisme pengendalian 

sosial berbasis teknologi. Sistem ini dirancang untuk menilai perilaku sosial individu 

berdasarkan standar moral dan hukum yang ditentukan oleh negara, dengan 

konsekuensi yang melibatkan hukuman pidana bagi mereka yang dianggap 

melanggar norma-norma tersebut. Pasal-pasal dalam Hukum Pidana 1997 yang 

berkaitan dengan penipuan atau kegiatan yang dianggap merusak ketertiban 

umum, seperti Pasal 266 (penipuan) dan Pasal 293 (penghasutan untuk berbuat 

onar), tidak jarang digunakan untuk menghukum individu yang perilakunya dinilai 

buruk oleh sistem kredit sosial. Meskipun pelanggaran ini sering kali tampak kecil 

dan tidak relevan secara hukum, negara menggunakan hukum pidana untuk 

memperkuat mekanisme kontrol sosial ini. 

Penggunaan teknologi untuk mengatur perilaku individu melalui sistem kredit 

sosial ini mencerminkan evolusi lebih lanjut dari hukum pidana sebagai alat 

pengendalian sosial. Negara menggunakan instrumen hukum pidana untuk 

mengatur segala sesuatu mulai dari perilaku di dunia maya hingga tindakan yang 

secara moral dianggap tidak pantas oleh pemerintah. Sebagai contoh, Pasal 

287 Hukum Pidana China memberikan negara kewenangan untuk menindak 

kegiatan yang terkait dengan kejahatan dunia maya, seperti peretasan atau 

penyebaran informasi yang dianggap berbahaya bagi keamanan nasional. Meskipun 



 

Crossroad Research Journal       E-ISSN :  3062-7818 
 

  Vol 1 | Issue 4 | Nov 2024 

pada awalnya pasal ini dirancang untuk menindak kejahatan teknologi, negara telah 

memperluas cakupannya untuk menghukum individu yang dianggap menyebarkan 

"informasi negatif" atau melakukan "perilaku yang tidak sesuai" di platform media 

sosial. Hal ini dianggap terlalu luas bagi Rogier Creemers, yang menyatakan bahwa 

sistem hukum pidana di Cina sekarang mencakup pengaturan atas perilaku moral 

melalui mekanisme teknologi untuk memusatkan kendali atas propaganda, opini 

publik, dan pengelolaan sosial, yang membuat batas antara kejahatan pidana dan 

pelanggaran moral semakin kabur. Dalam hal ini, hukum pidana di Cina 

berkembang menjadi instrumen yang digunakan untuk mengendalikan seluruh 

spektrum perilaku sosial, termasuk yang tidak terkait dengan kejahatan tradisional. 

Pengaturan moral juga diperluas ke dalam dunia keluarga dan hubungan 

domestik. Negara memberikan sanksi kepada perilaku yang dianggap merusak 

nilai-nilai keluarga tradisional. Sebagai contoh, Pasal 260 Hukum Pidana 1997 

mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga, tetapi penerapannya 

dipengaruhi oleh interpretasi negara terhadap peran gender dan hubungan 

kekuasaan dalam keluarga. Penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan 

rumah tangga di Cina tidak konsisten, dengan fokus yang lebih besar pada 

penegakan norma-norma keluarga yang dianggap 'sehat' daripada perlindungan 

hak-hak individu yang menjadi korban kekerasan. Ini menunjukkan bahwa 

meskipun hukum pidana tampaknya melindungi hak-hak individu, dalam 

praktiknya, ia sering digunakan untuk memaksakan nilai-nilai moral tertentu yang 

didukung oleh negara, dengan korban kekerasan rumah tangga disalahkan atau 

diabaikan oleh sistem hukum. 

Tidak hanya itu, hukum pidana juga digunakan untuk menegakkan kebijakan 

moral terkait kebersihan dan perilaku di ruang publik. Pasal 276 Hukum 

Pidana mengatur tindakan yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketertiban 

umum, seperti pelecehan seksual atau perilaku asusila di tempat umum. Sementara 

pasal ini tampaknya dirancang untuk melindungi masyarakat dari perilaku kriminal 

yang nyata, dalam praktiknya sering digunakan untuk menghukum perilaku yang 

dianggap tidak sesuai dengan norma moral yang ditetapkan oleh negara. 

Penggunaan hukum pidana untuk menegakkan kebijakan moral terkait perilaku di 



 

Crossroad Research Journal       E-ISSN :  3062-7818 
 

  Vol 1 | Issue 4 | Nov 2024 

ruang publik mencerminkan fungsi ganda dari hukum pidana di Cina, yaitu sebagai 

alat perlindungan dan sebagai alat kontrol moral. Hukum pidana, dalam hal ini, 

melampaui peran tradisionalnya dan digunakan untuk menegakkan standar moral 

yang mungkin tidak memiliki dasar hukum yang jelas. 

Transformasi hukum pidana Cina menjadi instrumen pengendalian moral juga 

terlihat dalam bagaimana hukum ini digunakan untuk menekan kebebasan 

berekspresi. Pasal 105 Hukum Pidana yang melarang subversi terhadap kekuasaan 

negara, digunakan untuk menghukum individu atau kelompok yang mengkritik 

kebijakan pemerintah, termasuk mereka yang menyuarakan ketidaksetujuan 

terhadap nilai-nilai moral yang dipaksakan oleh negara. Aktivis hak asasi manusia, 

jurnalis, dan blogger sering dihukum berdasarkan pasal ini, dengan negara 

mengklaim bahwa kritik mereka terhadap kebijakan pemerintah dapat merusak 

tatanan sosial.  

Di bawah rezim Xi Jinping, hukum pidana telah diperluas untuk menekan 

segala bentuk perbedaan pendapat yang dianggap mengancam stabilitas sosial dan 

moralitas publik, dengan kebebasan berekspresi secara sistematis ditekan melalui 

ancaman hukuman pidana." Dalam arti lain, negara menggunakan hukum pidana 

untuk mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi dengan tujuan mempertahankan 

ketertiban sosial dan moralitas publik yang dianggap esensial oleh pemerintah. 

Peran hukum pidana sebagai instrumen pengaturan moral menimbulkan dilema etis 

dan hukum, terutama terkait dengan hak-hak individu dan kebebasan pribadi. 

Sementara teori hukum pidana klasik menekankan batas antara moralitas dan 

hukum, realitas di Cina menunjukkan bahwa hukum pidana dapat dengan mudah 

digunakan untuk menegakkan norma-norma moral yang disponsori oleh negara, 

dengan dampak signifikan terhadap kebebasan individu. 

 

Dampak Terhadap Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Pribadi 

Penerapan hukum pidana di Cina, terutama dalam hal pengaturan moral dan 

kehidupan pribadi, telah menimbulkan berbagai persoalan serius terkait hak asasi 

manusia dan kebebasan pribadi. Hukum pidana di banyak negara di dunia memang 

difungsikan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat dari 
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kejahatan. Namun, di Cina digunakan sebagai instrumen kontrol sosial yang 

terintegrasi dalam kebijakan pemerintah yang lebih luas. Akibatnya, penerapan 

hukum ini sering kali mengaburkan batas antara penghukuman kriminal yang sah 

dan pelanggaran kebebasan individu. Dari kebijakan pengendalian kelahiran hingga 

pengawasan perilaku di ruang publik, penggunaan hukum pidana untuk 

memaksakan norma moral negara berdampak langsung pada hak-hak individu 

yang diakui secara internasional, seperti kebebasan berekspresi, hak privasi, dan 

kebebasan reproduksi. 

Salah satu contoh paling gamblang dari dampak hukum pidana terhadap hak 

asasi manusia di Cina adalah kebijakan pengendalian kelahiran yang diberlakukan 

selama beberapa dekade. Kebijakan satu anak yang diberlakukan pada tahun 1980-

an dan kemudian dilonggarkan menjadi kebijakan dua anak pada 2016, 

mencerminkan bagaimana hukum pidana digunakan untuk mengatur kehidupan 

pribadi individu dengan cara yang sangat invasif. Pasal 241 Hukum Pidana China 

1997 digunakan sebagai dasar untuk menindak orang tua yang melanggar kebijakan 

tersebut, dengan ancaman denda besar dan bahkan hukuman pidana. Selain itu, ada 

laporan yang kredibel tentang aborsi paksa dan sterilisasi yang dilakukan terhadap 

wanita yang melanggar kebijakan ini, meskipun tindakan tersebut secara langsung 

melanggar hak-hak reproduksi yang diakui secara internasional. Kebijakan 

pengendalian kelahiran di Cina bukan hanya tentang pengaturan populasi, tetapi 

tentang kontrol negara atas tubuh individu yang berdampak langsung pada 

kebebasan pribadi dan integritas fisik. 

Penggunaan hukum pidana untuk mengatur perilaku seksual juga menjadi 

aspek yang sangat kontroversial dalam hal hak asasi manusia. Komunitas LGBTQ+ 

dihadapkan pada berbagai hambatan hukum dan sosial yang didukung oleh negara. 

Pasal 301 Hukum Pidana China, yang melarang "perilaku tidak senonoh di tempat 

umum," sering diterapkan secara diskriminatif terhadap individu LGBTQ+ yang 

dianggap melanggar norma moral yang didukung oleh pemerintah. Kebijakan 

semacam ini tidak hanya membatasi kebebasan berekspresi, tetapi juga menciptakan 

lingkungan hukum di mana individu tersebut merasa terancam oleh penegak 

hukum yang dapat menggunakan undang-undang moral ambigu ini untuk 
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menekan mereka. Menindak perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma 

moral negara mencerminkan bagaimana hukum sering digunakan sebagai alat 

kekuasaan negara, dengan mengorbankan hak-hak individu. Hal ini bertentangan 

dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, yang 

melindungi hak individu untuk mengekspresikan identitas seksual mereka tanpa 

intervensi dari negara. 

Selain itu, sistem kredit sosial yang diterapkan di Cina telah memperluas 

cakupan hukum pidana dalam mengatur perilaku moral dan sosial warga negara. 

Sistem ini yang secara resmi diluncurkan pada tahun 2014, menilai perilaku 

individu berdasarkan standar moral dan sosial yang ditentukan oleh pemerintah. 

Meskipun sistem ini pada awalnya tidak dirancang sebagai bagian dari hukum 

pidana, pelanggaran terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh sistem tersebut 

sering kali mengarah pada hukuman pidana bagi individu yang dianggap 

merugikan masyarakat. Misalnya, Pasal 293 Hukum Pidana 1997, yang mengatur 

tentang "provokasi dan membuat onar," telah digunakan untuk menindak individu 

yang melanggar aturan kredit sosial dengan menyebarkan informasi yang dianggap 

negatif atau merusak reputasi negara. Dalam konteks ini, hukum pidana digunakan 

untuk menegakkan norma-norma sosial yang subjektif, yang tidak selalu terkait 

dengan kejahatan pidana yang jelas, tetapi lebih kepada perilaku yang tidak sesuai 

dengan standar moral negara. 

Dampak dari sistem ini terhadap hak privasi dan kebebasan pribadi sangatlah 

jelas. Sistem kredit sosial, yang didukung oleh penegakan hukum pidana, 

menciptakan bentuk pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana 

setiap aspek perilaku warga negara dipantau dan dinilai oleh negara, dengan 

ancaman hukuman pidana yang mengintai bagi mereka yang dianggap tidak patuh. 

Dalam sistem ini, privasi individu hampir tidak ada, karena negara memiliki 

kemampuan untuk mengawasi, menilai, dan menghukum perilaku yang dianggap 

menyimpang dari norma moral atau sosial. Dampak sistem ini terhadap hak asasi 

manusia sangat signifikan, karena menciptakan lingkungan di mana warga negara 

merasa terus-menerus diawasi dan dihukum bukan karena pelanggaran hukum 
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yang objektif, tetapi karena perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan standar 

sosial yang ditetapkan oleh negara. 

Penggunaan hukum pidana untuk mengendalikan kebebasan berekspresi di 

Cina juga merupakan salah satu isu hak asasi manusia yang paling menonjol. Pasal 

105 Hukum Pidana Cina, yang mengkriminalisasi subversi terhadap kekuasaan 

negara, digunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah. Aktivis hak asasi 

manusia, jurnalis, dan warga biasa yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap 

kebijakan pemerintah sering kali dihukum dengan menggunakan pasal ini, yang 

interpretasinya sangat luas. Perkembang ini berubah menjadi alat yang digunakan 

untuk membungkam perbedaan pendapat dan menekan kebebasan berekspresi, 

dengan konsekuensi serius bagi kebebasan politik dan hak-hak sipil. Pils mencatat 

bahwa penerapan pasal ini sering kali mencakup tindakan yang tidak terkait dengan 

kejahatan, seperti menulis artikel kritis atau berpartisipasi dalam demonstrasi 

damai, yang jelas-jelas merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang diakui oleh 

standar internasional. 

Penindasan terhadap kebebasan berekspresi juga terlihat dalam pengaturan 

media dan internet di Cina. Pasal 286 Hukum Pidana China 1997, yang mengatur 

tentang kejahatan dunia maya, telah digunakan secara luas untuk menindak 

individu yang dianggap menyebarkan "informasi palsu" atau konten yang dianggap 

merusak stabilitas negara. Hal ini termasuk pengawasan ketat terhadap platform 

media sosial dan situs yang berisi berita, dengan ancaman hukuman pidana bagi 

mereka yang dianggap melanggar batasan yang tidak jelas tentang apa yang boleh 

dan tidak boleh disampaikan secara publik. Hukum pidana di Cina sering 

digunakan sebagai senjata untuk mengontrol arus informasi, dengan negara 

memiliki kewenangan yang sangat besar untuk menentukan apa yang dianggap 

sebagai kejahatan informasi. Hal ini sebagai upaya untuk menegaskan dominasi atas 

internet dan teknologi digital dengan menggabungkan pengawasan, dan paksaan 

untuk mengendalikan informasi. 

Tidak hanya itu, dampak hukum pidana terhadap hak-hak perempuan juga 

merupakan isu yang sangat kritis. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, 

meskipun Cina telah mengadopsi Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah 
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Tangga pada tahun 2016, implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh norma-

norma gender tradisional. Pasal 260 Hukum Pidana China 1997 mengatur hukuman 

bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tetapi penerapannya bias terhadap 

nilai-nilai keluarga yang didukung oleh negara. Hal ini berarti bahwa meskipun 

secara nominal melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dipengaruhi 

oleh pandangan tradisional tentang peran gender, di mana perempuan diharapkan 

untuk mempertahankan kesatuan keluarga dengan segala cara, bahkan dengan 

mengorbankan hak-hak mereka sendiri. Hal ini mengakibatkan banyak korban 

kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapatkan keadilan yang layak, karena 

sistem hukum lebih fokus pada pelestarian nilai-nilai keluarga daripada melindungi 

hak-hak individu yang menjadi korban kekerasan. 

Secara keseluruhan, dampak hukum pidana Cina terhadap hak asasi manusia 

dan kebebasan pribadi sangatlah besar. Penggunaan hukum untuk menegakkan 

norma moral yang didukung oleh negara menciptakan lingkungan di mana 

kebebasan individu ditekan demi stabilitas sosial yang diinginkan pemerintah. Dari 

kebijakan pengendalian kelahiran yang melanggar hak-hak reproduksi, hingga 

penindasan terhadap komunitas LGBTQ+ dan pembatasan kebebasan berekspresi, 

hukum pidana di Cina telah berkembang menjadi alat kontrol sosial yang jauh 

melampaui peran tradisionalnya dalam menegakkan keadilan. Penerapan hukum 

pidana terutama dalam hal pengaturan moral dan kehidupan pribadi, menunjukkan 

bahwa negara menggunakan hukum tidak hanya untuk menegakkan keadilan 

pidana, tetapi juga untuk memaksakan norma-norma sosial yang dianggap penting 

oleh pemerintah. Dalam konteks ini, hukum pidana di Cina menjadi instrumen 

kekuasaan yang menciptakan ketegangan antara kebutuhan negara untuk menjaga 

stabilitas dan hak-hak individu untuk menjalani kehidupan mereka tanpa intervensi 

yang berlebihan dari negara. 

 

IV. CONCLUSION AND SUGGESTION 

Evolusi hukum pidana di Cina memperlihatkan pergeseran yang nyata dari 

tujuan klasik penegakan keadilan menjadi instrumen yang lebih luas untuk 

mengatur perilaku moral dan sosial. Di bawah pengaruh politik negara, hukum 
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pidana tidak lagi hanya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan 

yang jelas-jelas merugikan orang lain, tetapi juga mengendalikan norma-norma 

moral dan kehidupan pribadi individu. Kebijakan seperti pengendalian kelahiran 

dan pengawasan melalui sistem kredit sosial memperlihatkan bagaimana hukum 

dapat digunakan untuk membatasi hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan 

berekspresi, hak reproduksi, dan privasi. Keberadaan hukum pidana yang 

mencampuri ranah pribadi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan 

negara untuk menjaga stabilitas sosial dan tuntutan individu untuk kebebasan. 

Dalam konteks negara otoriter seperti Cina, hukum tidak hanya digunakan untuk 

menegakkan norma hukum, tetapi juga untuk menegaskan dominasi negara 

terhadap kehidupan warganya, menimbulkan pertanyaan serius tentang hak asasi 

manusia dan kebebasan pribadi. 

Penerapan hukum pidana di Cina, terutama yang bertujuan mengatur perilaku 

moral dan kehidupan pribadi, telah berdampak signifikan terhadap hak asasi 

manusia. Hukum pidana digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan setiap 

aspek kehidupan warga, mulai dari kebijakan pengendalian kelahiran hingga 

pengawasan sosial melalui sistem kredit sosial, menciptakan lingkungan yang 

represif di mana individu tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan diri tanpa 

ancaman hukuman. Hak-hak yang mendasar, seperti hak atas privasi, kebebasan 

berekspresi, dan hak untuk menentukan pilihan pribadi dalam hal orientasi seksual 

dan reproduksi, sering kali dikorbankan demi kepentingan stabilitas sosial dan 

kontrol negara. Hal ini menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat umum, yang 

hidup di bawah ancaman hukum pidana yang dapat digunakan secara sewenang-

wenang oleh negara. Dengan demikian penerapan hukum pidana di Cina tidak 

hanya bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, tetapi juga 

memperdalam kontrol negara terhadap warganya, mengaburkan batas antara 

penegakan hukum yang sah dan penindasan sistematis terhadap kebebasan 

individu. 
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